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FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
ABSTRAK 
Ruhama Rara (E211 13 024), Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Toraja 
Utara, xi + 91 Halaman + 13 Tabel + 2 Gambar + 18 Pustaka (1982-2016). 
Dibimbing oleh Drs. Lutfi Atmansyah, MA dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan 
tentang pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil di badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Toraja Utara menggunakan tiga 
landasan yaitu apakah berdasarkan Merit System, Seniority System atau Spoil 
System. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait 
keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan 
terdiri data primer yaitu dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan 
dan melalui data sekunder yang bersumber dari literatur, 
dokumen/catatan/laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai 
Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah 
Kabupaten Toraja Utara didalam pelaksanaannya cenderung menggunakan 
Merit System melihat hasil analisis wawancara yang dominan mengatakan 
bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten Toraja Utara tersebut 
menggunakan pertimbangan prestasi kerja , akan tetapi belum sepenuhnya 
hanya berdasarkan Merit System, karena masih ditemukannya pertimbangan-
pertimbangan lain yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu 
Spoil System karena masih melibatkan unsur suka atau tidak suka, faktor 
kedekatan dengan pimpinan atau faktor kekeluargaan. 
 






FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
ABSTRACT 
Ruhama Rara (E211 13 024), Implementation of Civil Servant Mutations in 
The Employment Agency, Education and Training North Toraja, xi + 91 
Pages+ 13 Table + 2 Pictures + 18 Library (1982-2016). Supervised by Drs. 
Lutfi Atmansyah, MA and Adnan Nasution, S.Sos, M.Si  
The purpose of this study is to  obtain a description or explanation about 
the implementation of civil servant mutations in the employment agency, 
education and training North Toraja district using three basis is whether based on 
merit system, seniority system or spoil system. 
The method used in this study is descriptive qualitative to provide an 
appropriate description or explanation objectively related to the actual situation of 
the object under study. The type of data used consists of : primary data is by 
interview and direct observation in the field and through secondary data sourced 
from the literature, documents / records / reports and legislation relating to the 
problem under study. 
The results of the research show that the implementation of the civil 
servant mutation in the employment agency, education and training of the North 
Toraja district in implementation tends to use the merit system to see the results 
of the dominant interview analysis said that the implementation of the civil servant 
mutation in the staffing agency, education and training  North Toraja district uses 
consideration of work performance, but not yet only based on merit system, 
because it still finds other considerations that influence the implementation of the 
mutation is spoil system because it still involves the likes or dislikes, the proximity 
factor with the leadership or familial factors. 
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I.1. Latar Belakang 
 Sumber Daya Manusia (SDM) pada dasarnya merupakan salah satu 
faktor yang sangat penting dalam organisasi baik organisasi pemerintah maupun 
swasta, karena manusia yang merencanakan sampai mengawasi pelaksanaan 
kegiatan dalam organisasi, oleh karena itu perlu dikembangkan agar dapat 
memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi dalam mencapai tujuan. 
Selain manusia yang menentukan terwujudnya tujuan organisasi yang terpenting 
adalah peran seorang pemimpin dalam menggerakkan sumber daya manusia 
dalam organisasi yang dipimpin. 
Hasibuan (102:2016) mendefinisikan mutasi sebagai suatu perubahan 
posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun 
vertikal didalam satu organisasi. Mutasi pegawai merupakan sesuatu yang 
sangat penting untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan 
mutasi pegawai harus sesuai dengan latar belakang pengalaman, pendidikan, 
keahlian serta keterampilannya. Hal tersebut akan menghasilkan keputusan 
tentang mutasi pegawai pada jabatan tertentu. 
Menurut Hasibuan (2016:102) prinsip mutasi yaitu memutasikan pegawai 
kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan 
produktivitas kerja pegawai dapat meningkat dan Hasibuan juga berpendapat 
bahwa hal yang juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan organisasi 
yaitu mutasi yang berdasarkan Merit System yaitu mutasi pegawai yang 
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didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi 
kerjanya.  
Salah satu upaya pengembangan Sumber Daya Manusia di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
(BKPP) yaitu melalui sistem mutasi pegawai. Mutasi dalam lingkup kepegawaian 
merupakan aktivitas pemindahan tenaga kerja dari satu bagian ke bagian lain. 
Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan kualitas pegawai yang menjadi 
tanggungjawabnya. Menurut Kandar (2011) mutasi merupakan perpindahan 
pegawai namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas 
pekerjaan yang cenderung berbeda agar para pegawai terhindar dari rasa jenuh 
atau produktifitas yang menurun. 
 Di Toraja Utara salah satu lembaga pemerintah yang bertugas dalam 
pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kepegawaian yaitu 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
atau biasa disingkat dengan istilah BKPP yang bertugas dalam pengadaan dan 
kepangkatan, pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan. Tugas BKPP 
terdapat dalam peraturan daerah kabupaten Toraja Utara Nomor  9 Tahun 2010 
pada pasal 24. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai fungsi merumuskan, 
merencanakan, dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang kepegawaian dan 
melaksanakan pembinaan kepegawaian. 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara (BKPP) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Kabupaten 
Toraja Utara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Toraja 
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Utara. Dasar pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 05 Tahun 2010 tentang urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Toraja Utara, Peraturan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja 
lembaga teknis daerah dan lembaga lain pemerintah Kabupaten Toraja Utara, 
serta Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2012 tentang tugas pokok, 
fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah kabupaten Toraja Utara. 
Dalam periode kepemimpinan Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si sebagai 
Bupati Toraja Utara bersama Yosia Rinto Kadang sebagai wakil Bupati Toraja 
Utara (2016-2021). Pada tanggal 18 Januari 2017 Bupati Toraja Utara  melantik 
34 pejabat eselon II dan eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara 
dari kurang lebih 100 orang Pegawai Negeri Sipil yang diundang. Pada waktu 
pelantikan dilaksanakan terjadi aksi protes dari staf inspektorat yang 
notabenenya menjadi pengawas bagi pemerintah daerah. Pihak Inspektorat 
tersebut menuding bahwa pemerintah daerah tidak trasparan dalam pemilihan 
dan penetapan jabatan pegawai dan pelantikan tersebut.  
Akan tetapi dua dari pejabat baru yang terpilih belum dilantik karena 
alasan tertentu, sehingga pemerintah daerah melakukan pelantikan di waktu 
yang berbeda. Dari kejadian tersebut pemerintah daerah mendapat teguran dari 
Mentri Dalam Negeri (Mendagri) beliau mengatakan bahwa pelantikan kedua 
pejabat tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur dan Mendagri meminta 
agar pemerintah daerah tidak mengganti kedua pejabat lama dan 
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mengembalikan pejabat lama ke posisi semula, jika tidak maka akan 
diberhentikan dari jabatannya. 
Setelah terpilihnya beberapa pejabat baru tentunya dibeberapa SKPD 
dipimpin oleh orang yang baru. Seperti di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP) daerah kebupaten Toraja Utara dipimpimpin oleh Pimpinan 
yang baru dan telah dilantik. Setelah pelantikan tersebut di BKPP Daerah 
Kabupaten Toraja Utara terjadi mutasi pegawai atau biasa disebut oleh 
sebagaian orang sebagai penyegaran. Pada pelaksanaan mutasi tersebut ada 
pegawai yang dimutasi ke SKPD lain karena alasan pegawai tersebut mendapat 
promosi, kemudian untuk lingkup BKPP sendiri ada beberapa pegawai yang baru 
masuk dan langsung menjadi kepala bagian. 
Mutasi yang terjadi di BKPP daerah Kabupaten Toraja Utara ada pegawai 
yang mendapat promosi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan tetapi dengan 
pangkat yang tetap, pegawai yang dimutasi dari satu bidang ke bidang yang lain. 
Akan tetapi setelah dipindahkan ada beberapa pegawai yang dipindahkan tidak 
sesuai bidangnya, serta adanya pegawai yang belum mengetehui apa tugas dan 
fungsinya dengan jabatan yang diberikan dan apa yang harus dikerjakan mereka 
selalu menunggu untuk dikomando oleh pimpinan karena belum memahami 
tugas dari bidangnya. Ada keluhan dari PNS yang berprofesi sebagai Guru dan 
ada PNS yang bekerja di bidang kesehatan yang datang untuk mengurus 
beberapa keperluan berkaitan dengan kenaikan pangkat dan SK kontrak akan 
tetapi pegawai yang bertugas saling melempar tanggungjawab dan mengatakan 
bahwa itu diurus dibidang lain kemudian bidang yang ditunjukkanpun 
mengatakan hal yang sama. 
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Dari kejadian ini dapat dikatakan bahwa mutasi atau penyegaran pegawai 
yang dilakukan di BKPP daerah kabupaten Toraja Utara tersebut tidak tepat 
sasaran karena pegawai yang tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak 
mengetahui fungsi dari bidangnya masing-masing karena mungkin disebabkan 
oleh metode pelaksanaan mutasinya yang kurang tepat. 
Dalam mutasi, sistem yang jelas dan proses yang transparan menjadi 
faktor yang penting untuk mendapatkan pejabat yang berkualitas dan sesuai 
dengan klasifikasi yang diharapkan. Akan tetapi yang terjadi di Toraja Utara ada 
beberapa pegawai yang mengalami mutasi tetapi belum memenuhi prinsip 
mutasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan yakni belum sesuai 
dengan dengan latar belakang pengalaman, pendidikan, keahlian serta 
keterampilannya. Hal ini menyebabkan kekecewaan beberapa pegawai terhadap 
pemerintah daerah.  
Sebelumnya ada yang melakukan penelitian dengan judul yang hampir 
sama pada penelitian ini, akan tetapi yang membedakan yaitu pada penelitian 
tersebut pelaksanaan mutasi yang diteliti khusus untuk pejabat daerah atau para 
pejabat pada SKPD, sedangkan pada penelitian ini peneliti hanya fokus untuk 
penelitian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kabupaten 
Toraja Utara dan khusus untuk pegawai yang ada di BKPP. 
Berdasarkan dari latar belakang di atas sehingga menjadi alasan penulis 
untuk meneliti tentang  “ PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 




I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut yaitu : 
Bagaimana pelaksanaan Mutasi PNS di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah kabupaten Toraja Utara? 
I. 3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas 
maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
Untuk mengetahui pelaksanaan mutasi PNS di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
I.4. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah : 
1. Manfaat secarah Ilmiah 
Untuk menambah ilmu pengetahuan ilmiah dalam studi pelayanan publik 
pada umumnya dalam pelaksanaan mutasi pegawai Negeri Sipil.. 
2. Manfaat secara Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
a. Dapat dijadikan sebagai kontribusi terhadap pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam pelaksanaan mutasi 
pegawai Negeri Sipil  
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b. Sebagai masukan baru bagi para penulis maupun literatur 
perpustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah studi 
pelayanan publik.  
3. Manfaat secara Akademis 
Manfaat secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi bagi para civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam 






II. 1. Pelaksanaan 
 Dalam mencapai suatu tujuan maka haruslah ada pelaksanaan yang 
merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan 
semua rencana atau kebijakan yang telah dirumuskan. 
Waentra dkk dalam Sondang P. Siagian (2010:210), mengemukakan 
pengertian pelaksanaan sebagai berikut. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang 
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
diperlukan, kapan waktu dimulai. 
Sedangkan The Liang Gie dalam Sondang P. Siagian (2010:211) 
mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dijalankan 
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan 
dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, 
dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana 
cara dilaksanakan. 
Siagian S.P (2010:211) mengemukakan pengertian pelaksanaan  adalah 
sebagai berikut, Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian 
motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada 
akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi 
dengan efisien dan ekonomis. 
Lebih lanjut, Siagian mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada 
beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu: 
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1. Membuat rencana detail, artinya merubah rencana strategis (jangka 
panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir 
sumber-sumber dan staf dan selanjutnya menyusun peraturan-
peraturan dan prosedur-prosedur tertentu. 
2. Pemberian tugas artinya merubah rencana teknis menjadi rencana 
praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas 
dan sumber-sumber. 
3. Monitor artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan 
sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. 
Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai. 
4. Review artinya pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan, analisis 
pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan dan 
jadwal waktu pelaksanaan selanjutnya dalam laporan diharapkan 
adanya saran dan perbaikan bila ditemui adanya perbedaan 
penyimpangan. 
Dari rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itu adalah 
suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan 
sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, 
kepentingan dan kemampuan implemantor dan suatu kelompok sasaran. 
Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan untuk merealisasikan 
tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah 




II.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 
II.2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang khusus yang 
khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 
perusahaan. Manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi, 
karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 
organisasi. Manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan 
pembahasannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan 
tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 
pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja 
untuk membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
Ada beberapa definisi manajemen sumber daya manusia menurut para 
ahli sebagai berikut : 
Hasibuan (2016:10) mendefinisikan dalam bukunya manajemen sumber 
daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 
karyawan dan masyarakat.  
Moses N. Kiggundu mendefinisikan manajemen sumber daya manusia 
dalam Rachmawati, Ike Kusdayah (2008:5), yaitu pengembangan dan 
pemanfaatan pegawai dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran individu, 
organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif. 
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Simamora mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dalam 
Rachmawati, Ike Kusdayah (2008:5), adalah pendayagunaan, pengembangan, 
penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi 
atau kelompok pekerja. 
Dessler mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dalam 
Rachmawati, Ike Kusdayah (2008:5), yaitu sebagai suatu kebijakan dan praktik 
yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek “orang” atau sumber daya 
manusia dari posisi seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, 
pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. 
Schuler mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dalam 
Rachmawati, Ike Kusdayah (2008:6), yaitu pengakuan tentang pentingnya 
tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting 
dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi, dan mengunakan 
beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia 
tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi pentingnya individu, organisasi, 
dan masyarakat. 
Dari beberapa pendapat ahli mengenai definisi Manajemen sumber daya 
manusia maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia 
adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan 
efisien melalui kegiatan perencanaan, penggerakan, dan pengendalian semua 




II.2.2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 
 Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki kontribusi 
produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan, 
dan atau untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna 
meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan.  
Menurut Henry Simamora dalam Gouzali (2005), Tujuan manajemen 
sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi empat tujuan, antara Lain : 
a. Tujuan Sosial 
Manajemen sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat 
bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan maupun 
tantangan masyarakat, serta meminimalkan dampak negatif dari tuntutan 
itu terhadap organisasi. 
b. Tujuan Organisasional 
Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk 
membantu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas organisasional 
bergantung pada efektivitas sumber daya manusianya oleh karena itu, 
rekrutmen dan pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal yang 
sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. 
c. Tujuan Fungsional  
Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi 





d. Tujuan Individual 
Manajemen sumber daya manusia berperan serta untuk mencapai tujuan 
pribadi dari setiap anggota organisasi yang hendak dicapai melalui 
aktivitasnya didalam organisasi. 
 Menurut Schuler (dalam Sutrisno 2013:7) mengemukakan tujuan dari 
manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut : 
1. Memperbaiki tingkat produktivitas. 
2. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja. 
3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. 
Sementara itu Barry Cushway (dalam Sutrisno 2013:7) mengemukakan 
tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut : 
1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber 
daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang 
bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu 
siapa mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara 
legal. 
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur yang 
memungkinkan organisasi dan mampu mencapai tujuannya. 
3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan 
strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya 
manusia . 




5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antara 
pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi 
dalam mencapai tujuannya. 
6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen 
organisasi. 
7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 
manajemen sumber daya manusia.  
II.2.3. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi manajemen dengan 
penerapan dibidang sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada 
beberapa fungsi-fungsi manajemen yang disebutkan oleh para ahli yaitu sebagai 
berikut : 
Malayu S.P Hasibuan (2016:21-23) menyebutkan bahwa fungsi 
manajemen sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi 
manajemen dan fungsi oprasional. 
1. Fungsi-Fungsi Manajemen 
a. Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan 
pegawai secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 
organisasi dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 
dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 
kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian pegawai. Program 
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kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan 
organisasi, pegawai dan masyarakat. 
b. Pengorganisasian  
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 
pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 
delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan 
organisasi ( organization chart). Organisasi hanya merupakan alat 
untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu 
terwujudnya tujuan secara efektif. 
c. Pengarahan  
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 
pegawai agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien 
dalam membantu tercapainya tujuan organisasi, pegawai, dan 
masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 
bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik 
d. Pengendalian 
Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 
pegawai agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja 
sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau 
kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 
rencana. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, 
perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 




2. Fungsi-Fungsi Operasional 
a. Pengadaan  
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 
penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang 
sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan 
membantu terwujudnya tujuan. 
b. Pengembangan  
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 
keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral pegawai melalui 
pendidikan dan penelitian. Pendidikan dan penelitian yang diberikan 
harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 
depan.  
c. Kompensasi 
Kompensasi ( compensation) adalah pemberian balas jasa langsung ( 
direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada 
pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 
Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai 
dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 
primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah 
dan berdasarkan internal dan eksternal konsitensi. 
d. Pengintegrasian  
Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 
kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta 




e. Pemeliharaan  
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 
meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas pegawai agar 
mereka tetap mau bekerjasama sampai pensiun. Pemeliharaan yang 
baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 
kebutuhan sebagian besar pegawai serta pedoman kepada internal 
dan eksternal konsistensi.  
f. Kedisiplinan  
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia 
yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin 
yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah 
keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 
organisasi dan norma-norma sosial.  
g. Pemberhentian 
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 
seseorang dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh 
keinginan pegawai, keinginan organisasi, kontrak kerja berakhir, 
pensiun, dan sebab-sebab lainnya.  
Drs. Moekijat (dalam Hasibuan 2016:24) menyebutkan fungsi manajemen 
sumber daya manusia sebagai berikut : 
a. Perencanaan 
b. Penilaian prestasi 
c. Seleksi  
d. Pengembangan dan latihan  
e. Administrasi gaji dan upah 
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f. Lingkungan kerja 
g. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan 
h. Hubungan perubahan 
i. Kesejahteraan sosial 
j. Penilaian dan riset 
II.2.4. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil 
tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya 
manusia berperan penting dominan dalam manajemen. 
Manajemen Sumber Daya Manusia (Hasibuan 2016:14) mengatur dan 
menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai 
berikut. 
1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan pegawai yang efektif 
sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job 
specification, job requirement, dan job evacuation. 
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai 
berdasarkan asas “the right man in the right place and the right man in 
the right job”. 
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 
pemberhentian. 
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 
masa yang akan datang. 
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 
perkembangan organisasi pada khususnya. 
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6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 
kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 
10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. 
II. 3. Pegawai Negeri Sipil 
Dalam sebuah organisasi Pegawai merupakan harta atau aset yang 
paling berharga dan paling penting karena keberhasilan organisasi sangat 
ditentukan oleh unsur manusia. Manusia berperan sebagai perencana, 
pelaksana, dan sekaligus pengendali terwujudnya tujuan organisasi. Disamping 
itu tidak ada satupun organisasi tanpa manusia didalamnya yang dapat 
menggerakkan organisasi atau perusahaan.  
Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa 
mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju 
kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah 
sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan 
kerja tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia 
sangat menentukan karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah 
pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia 
untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Manusia 
yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai. 
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Sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang Aparatur Sipil 
Negara yang selanjutnya disingkat ASN No.5 Pasal 1 tahun 2014 dikatakan 
bahwa : 
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diangkat oleh pejabat. Pembina 
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia No. 55 Tahun 2015 
pasal 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat 
sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara pasal 10 yaitu Pegawai ASN berfungsi sebagai : 
a. Pelaksana kebijakan publik 
b. Pelayan publik 
c. Perekat dan pemersatu bangsa.  
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Sedangkan tugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana terangkum dalam 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 11 yang 
berbunyi Pegawai ASN bertugas : 
a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas 
c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
II. 4. Mutasi 
II. 4.1. Pengertian Mutasi 
 Didalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mutasi merupakan 
pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Sedangkan mutasi 
yang dimaksudkan oleh undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan 
atas undang-undang pokok kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang 
didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, dan prestasi 
kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-
syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau 
golongan. Istilah lain yang sering disamakan dengan mutasi yaitu rotasi. Adapun 
pengertian dari rotasi didalan KBBI adalah perputaran. Menurut Kandar (2011) 
rotasi merupakan perpindahan pegawai namun lebih pada perpindahan tempat 
kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar 
pegawai terhindar dari rasa jenuh.  
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Istilah Rotasi tidak ada disebutkan didalam peraturan kepegawaian, baik 
unang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang 
pokok kepegawaian, peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, maupun peraturan 
pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Terkait dengan penelitian 
ini maka penulis menggunakan istilah mutasi. 
Salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi 
pegawai adalah mutasi pegawai. Karena dengan penilaian prestasi pegawai 
akan diketahui kecakapan karyawan dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job 
description) yang dibebankan kepadanya. Mutasi ini harus didasarkan atas 
indeks prestasi yang dapat dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. 
Mutasi pegawai terjadi untuk menghilangkan rasa jenuh pegawai dan 
untuk mengembangkan pegawai yang bersangkutan. Dengan adanya mutasi 
diharapkan dapat memberikan uraian pekerjaan, sifat pekerjaan, lingkungan 
pekerjaan, dan alat-alat kerja yang cocok bagi pegawai yang bersangkutan 
sehingga dapat bekerja secara dan efektif pada jabatan itu.  
H. Malayu S.P Hasibuan (2016:102) menyatakan bahwa mutasi adalah 
suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara 
horizontal maupun vertikal didalam satu organisasi. Pada dasarnya mutasi 
termasuk dalam fungsi pengembangan pegawai, karena tujuannya untuk 




Menurut Sastrohadiwiryo (dalam Kadarisman, 2013: 68) merumuskan 
definisi mutasi sebagai kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan 
proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga 
kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan 
memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi 
kerja yang semaksimal mungkin kepada organisasi. 
Menurut Moekijat (2010: 112) merumuskan pengertian dari mutasi adalah 
suatu perubahan dari suatu jabatan dalam suatu kelas ke suatu jabatan dalam 
kelas yang lain yang tingkatnya tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah (yang 
tingkatnya sama) dalam rencana gaji. Menurut Komang Ardana dkk (2012:111) 
menyatakan bahwa pengertian mutasi kegiatan ketenagakerjaan yang 
berhubungan dengan suatu proses pemindahan fungsi, tanggungjawab, dan 
status ketenagakerjaan pegawai ke situasi tertentu dengan tujuan agar pegawai 
yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat 
memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin. 
II.4.2. Tujuan dan Manfaat Mutasi 
 Dengan adanya mutasi diharapkan dapat memberikan uraian pekerjaan, 
sifat pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan alat-alat kerja yang cocok bagi 
karyawan bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efisiendan efektif pada 
jabatan itu. Pada dasarnya termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, 
karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 
perusahaan tersebut.Pelaksanaan mutasi pegawai mempunyai banyak manfaat 
dan tujuan yang sangat berpengaruh kepada kemampuan dan kemauan kerja 
pegawai yang mengakibatkan suatu keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.  
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Adapun tujuan mutasi yang di uraiakan oleh Hasibuan (2003:102) adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
2. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi 
pekerjaan atau jabatan. 
3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan 
4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya. 
5. Untuk memberikan perangsang afar karyawan mau berupaya 
meningkatkan karier yang lebih tinggi.  
6. Untuk pelaksanaan hukuman /sangsi atas pelangaran-pelanggaran yang 
dilakukannya  
7. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.  
8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan 
terbuka. 
9. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik. 
10. Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. 
11. Untuk mengatasi perselisihan anatara sesama karyawan. 
Menurut Moekijat (1983: 117) dalam program kepegawaian mutasi 
bertujuan untuk :  
1. Mempertahankan pegawai-pegawai yang telah lama masa kerjanya 
sebagai perubahan atau pengurangan keperluan produksi.  
2. Mengembangkan kecakapan pegawai dalam berbagi bidang.  
3. Megadakan penggantian antar regu.  
4. Memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan. 
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Selain tujuan, mutasi juga memiliki manfaat seperti yang dikemukakan 
menurut Endang dalam Gouzali (2005: 84) manfaat mutasi adalah:  
1. Untuk memenuhi kekurangan pegawai di bagian lain, sehingga tidak perlu 
mengambil tenaga kerja dari luar. 
2. Untuk memenuhi keinginan pegawai, disesuaikan dengan minat, 
keahlian, dan bidang tugas dan kemampuannya.  
3. Untuk mengatasi rasa jenuh dan bosan pegawai terhadap pekerjaan, 
jabatan, dan suasana tempat kerja.  
4. Untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam mengembangkan 
kemampuannya.   
Menurut Simamora dalam Kadarisman (2013:66) manfaat pelaksanaan 
mutasi adalah sebagai berikut : 
1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangan 
tenaga kerja tanpa merekrut dari luar. 
2. Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan. 
3. Memberikan jaminan bagi pegawai bahwa dia tidak akan diberhentikan. 
4. Tidak terjadi kejenuhan. 
5. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan dan 
situasi baru yang dihadapi.  
Menurut Siagian (2010:172) melalui mutasi para pegawai memperoleh 
manfaat sebagai berikut : 
1. Pengalaman baru. 
2. Cakrawala pandangan yang lebih luas. 
3. Tidak terjadi kejenuhan atau kebosanan 
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4. Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru 
5. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional 
6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi 
7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih tinggi berkat tantangandan 
situasi baru yang dihadapi 
Berdasarkan uraian diatas tentang tujuan dan manfaat mutasi 
berdasarkan pendapat para ahli, maka keduanya memiliki persamaan yaitu 
memenuhi keinginan pegawai dan organisasi. 
II.4.3. Dasar Mutasi dan Cara Mutasi 
 Prinsip mutasi adalah memutasikan karyawan kepada posisi yang tepat 
dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya 
meningkat. 
 Adapun dasar/landasan mutasi pegawai menurut Hasibuan (2016:102) 
adalah merit system, seniority system, spoiled system. 
1. Merit System  
Merit System adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan 
yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system 
atau career system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena : 
a. Output dan produktivitas kerja meningkat  
b. Semangat kerja meningkat 
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun 
d. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik 




2. Seniority System 
Seniority system adalah muatasi yang didasarkan pada landasan masa 
kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. System 
mutasi seperti ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan 
berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku jabatan baru. 
3. Spoil System  
Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan 
kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan 
atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or dislike). 
 Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa dasar/landasan mutasi yang 
baik yaitu merit system yang bersifat ilmiah, objektif dan berdasarkan pada 
prestasi kerja, mutasi yang berdasarkan senioritas (Seniority System) dikatakan 
tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas 
belum tentu mampu memangku jabatan baru.  
 Hal yang penting dan perlu diketahui berikutnya yaitu cara mutasi. 
Menurut Hasibuan (2016:103) ada dua cara mutasi yang dilakukan di dalam 
suatu organisasi yaitu sebagai berikut : 
1. Cara tidak ilmiah 
Mutasi dengan cara tidak ilmiah ini dilakukan : 
a. Tidak didasarkan kepada norma/standar kriteria tertentu. 
b. Berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah, bukan atas 
prestasi atau factor-faktor riil. 
c. Berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas 
kebutuhan riil pegawai/karyawan. 
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d. Berdasarkan spoil system. 
2. Cara Ilmiah 
Mutasi dengan cara ilmiah dilakukan : 
a. Berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu, seperti analisis 
pekerjaan. 
b. Berorientasi kepada kebutuhan yang riil/nyata. 
c. Beroriantasi kepada formasi riil kepegawaian  
d. Berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam  
e. Berdasarkan objektifitas yang dapat dipertanggungjawabkan 
II.4.4. Ruang Lingkup Mutasi 
 Ruang lingkup mutasi mencakup semua perubahan/posisi 
pekerjaan/tempat karyawan, baik secra horizontal  maupun secara vertikal ( 
promosi atau demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun 
production transfer didalam suatu organisasi. 
 Mutasi ini merupakan penempatan kembali (replacement) karyawan ke 
posisi tempat yang baru sehingga kemampuan dan kecakapan kerjanya semakin 
baik. Ruang lingkup mutasi menurut Hasibuan (2016:104) mencakup mutasi 
secara horizontal vertikal yang dijelaskan sebagai berikut : 
1. Mutasi horizontal (Job rotation/transfer) artinya perubahan tempat atau 
jabatan karyawan tetapi masih pada rangking yang sama di dalam 
organisasi itu. Mutasi horizontal mencakup mutasi tempat dan mutasi 
jabatan. 
a. Mutasi tempat (tour of area) adalah perubahan tempat kerja ,tapi 
tanpa perubahan jabatan /posisi/golongannya. Sebabnya adalah 
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karena rasa bosan atau tidak cocok pada suatu tempat baik 
kesehatan maupun pergaulan yang kurang baik. 
b. Mutasi jabatan (tour of duty) adalah perubahan jabatan atau 
penempatan pada posisi semula. 
2. Mutasi cara vertikal adalah perubahan posisi/jabatan/pekerjaan, promosi 
atau demosi, sehingga kewajiban atau kekuasaannya juga berubah. 
Memperbesar authority dan responsibility, sedang demosi mengurangi 
authority dan responsibility seorang pegawai. 
II.4.5. Sebab dan Alasan Mutasi  
 Hasibuan (2016:104) mengemukakan sebab-sebab pelaksanaan mutasi 
digolongkan atas permintaan sendiri (personnel transfer) dan alihkan tugas 
produktif (production transfers). 
1. Permintaan Sendiri 
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas 
keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan mendapat 
persetujuan pimpinan organisasi. Mutasi permintaan sendiri pada 
umumnya hanya perpindahan kepada jabatan yang peringkatnya sama 
baik, antarbagian maupun pindah ke tempat lain. Peringkatnya sama 
artinya kekuasaan dan tanggung jawab maupun besarnya balas jasa 
tetap sama. Caranya karyawan mengajukan permohonan dengan 




Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut : 
a. Kesehatan : misalnya fisik karyawan kurang mendukung untuk 
melaksanakan pekerjaan. Misalnya dinas luar, mohon dimutasi 
menjadi dinas dalam. 
b. Keluarga : misalnya untuk merawat orangtua yang sudah lanjut 
usianya. 
c. Kerja sama : misalnya tidak dapat bekerja sama dengan karyawan 
lainnya  karena terjadi pertengkaran atau perselisihan. 
2. Alih Tugas Produktif (ATP)  
Alih tugas produktif (ATP) adalah mutasi karena kehendak 
pimpinan organisasi untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan 
pegawai bersangkutan kejabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan 
kecakapannya. ATP didasarkan pada hasil penilaian prestasi kerja 
pegawai. pegawai yang berprestasi baik dipromosikan, sedangkan 
pegawai yang tidak berprestasi dan tidak disiplin didemosikan. Alasan lain 
tugas produktif (production transfer) didasarkan kepada kecakapan, 
kemampuan, sikap, dan disiplin pegawai. Jadi ATP biasanya bersifat 
mutasi vertikal (promosi dan demosi). 
Paul pigors dan Charles Mayers (dalam Hasibuan 2016:105) 
mengemukakan 5 macam transfer karena alih tugas produktif (ATP) 
sebagai berikut : 
a. Production Transfer 
Production transfer adalah mengalihtugaskan pegawai dari satu 
bagian ke bagian lain secara horizontal, karena pada bagian lain 
kekurangan tenaga kerja padahal produksi akan ditingkatkan. 
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b. Replacement Transfer 
Replacement Transfer mengalihtugaskan pegawai yang sudah 
lama dinasnya kejabatan lain secara horizontal untuk menggantikan 
pegawai yang masa dinasnya sedikit atau diberhentikan.  
c. Versatility Transfer 
Versatility Transfer adalah mengalihtugaskan pegawai ke 
jabatan/pekerjaan lainnya secara horizontal agar pegawai yang 
bersangkutan dapat melakukan pekerjaan atau ahli dalam berbagai 
lapangan pekerjaan. 
d. Shift Transfer  
Shift Transfer adalah mengalih tugaskan pegawai yang sifatnya 
horizontal dari satu regu ke regu lain sedang pekerjaannya tetap 
sama. 
e. Remedial Transfer  
Remedial Transfer adalah mengalihtugaskan seorang pegawai  
kejabatan pekerjaan lain, baik pekerjaannya sama atau tidak atas 
permintaan pegawai yang bersangkutan karena tidak dapat 
bekerjasama dengan rekan-rekannya. 
3. Pendekatan mutasi dari segi waktu  
Jika ditinjau berdasarkan segi waktu maka sebab mutasi dikenal atas 
temporary transfer dan permanent transfer. 
a. Temporary Transfer 
Temporary Transfer adalah mengalihtugaskan pegawai ke 
jabatan/pekerjaan lainnya bauk horizontal maupun vertikal yang 
sifatnya sementara. Pegawai yang bersangkutan akan ditempatkan 
32 
 
kembali pada jabatan/pekerjaannya semula. Hal ini biasa dilakukan 
karena seorang pegawai berhalangan atau tidak hadir. Agar tidak 
terbengkalai, untuk sementara pekerjaannya dipindahkan ke pegawai 
lain.  
b. Permanent Transfer  
Permanent Transfer adalah mengalih tugaskan pegawai kejabatan 
/pekerjaan baru dalam waktu lama sampai dia dipindahkan/pensiun. 
Jadi pegawai tersebut jadi pemangku jabatan bukan sebagai pejabat 
sementara. Hal ini dilakukan atas kehendak pimpinan organisasi 
memutasikan pegawai ke jabatan atau pekerjaan yang baru.  
4. Masalah Merit Rating dan Mutasi  
Merit rating artinya penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan dalam 
hal ini penilaian dilakukan apabila pekerjaan telah selesai dikerjakan atau 
pekerjaan sedang dikerjakan. Merit rating terdiri atas initial appraisal 
(penilaian awal) dan periodical appraisal (penilaian akhir).  
5. Kendala-Kendala Pelaksanaan Mutasi 
a. Formasi jabatan tidak (belum) memungkinkan 
b. Pengaruh senioritas 
c. Soal etis (etika) 
d. Kesulitan menetapkan standar-standar sebagai kriteria untuk 
pelaksanaan. 
II.5. Demosi 
Demosi berarti bahwa seseorang, karena berbagai pertimbangan, 
mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta 
tanggungjawab yang semakin kecil. Pada umumnya demosi dikaitkan dengan 
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pengenaan suatu sanksi disiplin karena berbagai alasan (Hasibuan 2016:114), 
seperti : 
a. Penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang tidak/kurang 
memuaskan, 
b. Perilaku pegawai yang disfungsionalkan, seperti tingkat kemangkiran 
yang tinggi. 
Menurut Suratman dalam Komang Ardana (2012:126) demosi adalah 
penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai 
hal contohnya adalah keteledoran dalam bekerja. Turun jabatan biasanya 
diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik atau buruk serta 
bisa juga diberikan ada karyawan yang bermasalah sebagai sanksi . Demosi 
merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat 
menurunkan status, jabatan, dan gaji. 
Suatu organisasi selalu menuntut pegawainya agar dapat menyelesaikan 
uraian tugasnya dengan baik. Jika pegawai itu tidak dapat menyelesaikan job 
description, tidak disiplin, tidak jujur, serta tidak mampu mengerjakan tugas-
tugasnya maka pegawai tersebut sebaiknya didemosikan atau diberhentikan. 
Tindakan ini untuk menghindarkan kerugian-kerugian bagi perusahaan, karena 
bagi organisasi yang terpenting agar setiap pegawai dapat mendatangkan 
keuntungan. Keuntungan organisasi akan diperoleh jika setiap pegawai mampu 
dan cakap untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sehingga diperoleh 
hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kriteria yang dipergunakan 
sebagai dasar, untuk menetapkan seorang pegawai yang ada dalam organisasi 
layak dipromosikan atau didemosikan yaitu sebagai berikut : 
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1. Hubungan horizontal dan vertical tiap-tiap jabatan. 
2. Penilaian kecakapan karyawan atau sumber daya manusia dalam 
organisasi. 
3. Penentuan tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap orang dalam 
suatu organisasi 
4. Penilaian prestasi karyawan dalam suatu organisasi 
5. Ramalan-ramalan lowongan dan data tentang karyawan tentang 
organisasi. 
 Dalam Hasibuan (2016:115) Andrew F. Sikula mengemukakan bahwa 
tujuan diadakannya demosi adalah untuk menghindari kerugian perusahaan, 
memberikan jabatan/posisi, gaji, dan status yang tepat sesuai dengan 
kemampuan/ kecakapan karyawan bersangkutan. Demosi ini merupakan 
hukuman terhadap pegawai yang tidak mampu mengerjakan tugas-tugasnya 
pada jabatan yang dipangkunya hingga jabatannya diturunkan. 
II.6 Kerangka Pikir 
 Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah 
penting.(Sugiyono 2010:65). 
 Untuk melihat mutasi pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Toraja Utara, maka penulis berpedoman pada teori Hasibuan yang 
menyebutkan ada 3 dasar atau landasan dalam pelaksanaan mutasi yaitu Merit 
System, Seniority System dan Spoil System. Dari tiga jenis pelaksanaan mutasi 
tersebut, kemudian akan dijabarkan mengenai jenis pelaksaan mutasi yang 
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diterapkan di Badan Kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Daerah Kebupaten 
Toraja Utara beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksaannya 
 Berdasarkan penjelasan diatas, Maka model kerangka pikir dalam 





























1. Merit System 
2. Seniority System 











III.1. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan pada Badan kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Penentuan lokasi penelitian 
didasarkan atas pertimbangan bahwa Badan kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai wewenang dan tugas 
dalam proses pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil. 
III.2. Pendekatan Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 
mendeskripsikan kenyataan dari kejadiaan yang diteliti sehingga memudahkan 
penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan 
memahami pelaksanaan mutasi pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang menitik beratkan pada 
pendalaman wawancara dan pengumpulan data-data sekunder. 
III.3. Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif yaitu untuk 
memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
menjelaskan data secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa-
peristiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian 
menganalisisnya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan 
teori, dan kemudian menarik kesimpulan. Sedangkan dasar penelitian ini 
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memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai 
suatu objek tertentu. 
III.4. Unit Analisis Penelitian 
 Unit analisis pada penelitian ini yaitu kasus, dalam hal dengan 
pertimbangan bahwa dengan pendekatan studi kasus akan lebih muda 
mendapatkan data dan informasi secara mendalam dan akurat terkait dengan 
pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil Badan kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara. Penelitian dengan menggunakan 
metode studi kasus (case study) yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk 
mempelajari secara mendalam tentang pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil 
di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja 
Utara. Studi kasus (case study) bertujuan mempelajari secara mendalam 
keadaan kehidupan saat ini yang berlatar belakang interaksi dengan lingkungan 
suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan,komunitas, ataupun masyarakat. 
Variabel kehidupan sosial secara lengkap menurut sistemnya dipelajari secara 
mendalam hanya pada satu unit social. 
III.5. Narasumber atau Informan  
 Narasumber atau informan merupakan orang-orang yang berpotensi 
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam 
penelitian ini informan yang peneliti maksud adalah pegawai baik pimpinan 
ataupun bawahan yang terlibat dalam pelaksanaan mutasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung pada Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara. 
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  Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara 
2. Kepala badan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara. 
3. Kepala sub bidang jabatan struktural dan fungsional 
4. Pegawai yang pernah dimutasi  
5. Pegawai yang tidak dimutasi 
III.6. Jenis dan Sumber Data  
 Data hasil penelitian pelaksanaan muatasi pegawai negeri sipil Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Toraja Utara melalui beberapa sumber data 
sebagai berikut :  
1. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dan observasi. Hasil wawancara ini diperoleh dari 
narasumber atau informan yang di anggap sangat berpotensi dalam 
memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan. 
Sedangkan observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan 
perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari 
literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau 
perusahaan dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi 
penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan 
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penelitian terutama menyangkut masalah pelaksanaan mutasi pegawai 
negeri sipil.  
III.7. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian 
ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-
hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban 
responden dengan kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya 
terhadap pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan, dalam interview 
(wawancara) selalu melibatkan dua pihak yang berbeda fungsi yaitu 
seorang pengejar informasi (information hunter) disebut pula interviewer 
dan seorang atau pemberi Informasi (information Supplyer) yang dikenal 
pula sebagai Interview. 
III.8. Teknik Analisis Data 
 Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif dengan cara 
analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil 
wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada 
beberapa tahapan antara lain : 
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1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 
compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung kelapangan 
untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 
data yang diharapkan.  
2. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan , transformasi data kasar yang muncul 
dari catatan-catatan dilapangan selama meneliti tujuan diadakan transkip 
data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap 
sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.  
3. Uji confirmability berarti mengusi hasil penelitian. Bila hasil penelitian 
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 
tersebut telah memenuhi standard confirmability-nya. 
4. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam 
bentuk teks, naratif, grafik jaringan, table, dan bagan yang bertujuan 
mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 
terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun 
uraian penjelasan. 
5. Pada tahap akhir penarikan kesimpulan atau verifikasi yang mencari arti 
pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 
proposisi. 
III.9. Fokus Penelitian  
 Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pemikiran 
digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias 
terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang 
terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai 
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maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini yaitu sebagai 
berikut :  
1. Mutasi pegawai merupakan penempatan kembali seorang pegawai 
(replacement) ke posisi atau tempat yang baru sehingga kemampuan dan 
kecakapan kerjasamanya semakin baik. 
2. Ada tiga dasar/landasan pelaksanaan mutasi karyawan menurut 
Hasibuan yaitu merit system, seniority system, dan spoil system. 
a. Merit System 
Merit Sytem adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas 
landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit 
system atau career system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena 
output dan produktivitas kerja meningkat, semangat kerja meningkat, 
jumlah kesalahan yang diperbuat menurun, absensi dan disiplin karyawan 
semakin  baik, jumlah kecelakaan akan menurun. 
b. Seniority System 
Seniority system adalah muatasi yang didasarkan pada landasan 
masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. 
System mutasi seperti ini tidak objektif karena kecakapan orang yang 
dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku 
jabatan baru. 
c. Spoil System  
Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan 
kekeluargaan. Sitem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan 
atas pertimbangan suka atau tiak suka (like or dislike). 
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3. Dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil dipengaruhi oleh faktor-
faktor yaitu, prestasi kerja, kompetensi, kemampuan, disiplin kerja, 
profesionalisme, usia, masa kerja, pengalaman, dan kekeluargaan. 
4. Manfaat pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil : 
a. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
b. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan 
komposisi pekerjaan atau jabatan. 
c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan 
d. Untuk menghilangkan rasa bosan/jemu terhadap pekerjaannya. 
e. Untuk memberikan perangsang afar karyawan mau berupaya 
meningkatkan karier yang lebih tinggi.  
f. Untuk pelaksanaan hukuman /sangsi atas pelangaran-
pelanggaran yang dilakukannya 
g. Untuk memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasinya.  
h. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui 
persaingan terbuka. 
i. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik.Untuk 
menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan. 





GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 
IV.1. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian  
IV.1.1. Kondisi Wilayah 
Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan, yang ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini 
merupakan bagian dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Toraja Utara 
memiliki luas wilayah Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 
km², dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan 
Buntu Pepasan merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 
162,17 km² dan 131,72 km², penjumlahan luas dari dua kecamatan tersebut 
adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara 
kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan 
luas 0,82 km². Secara yuridis kabupaten Toraja Utara terbentuk pada tanggal 21 
Juli tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008, 
oleh sebab itu tanggal 21 Juli diperingati sebagai hari jadi Toraja Utara. Dengan 
dibentuknya kabupaten Toraja Utara, maka wilayah kabupaten Tana Toraja 
terbagi menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten Tana Toraja dengan 
Ibukota Makale, dan kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota Rantepao.  
Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke ibukota Provinsi 
Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui kabupaten Tana Toraja 
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, 
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Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Secara Astronomis Kabupaten 
Toraja Utara terletak antara 2°-3° lintang selatan dan 119°-120° bujur timur.  
Adapun Batas wilayah kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :  
a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi 
Sulawesi Barat,  
b. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja,  
c. Di sebelah Timur berbatasan dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten 
Luwu,  
d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat.  
Di tengah Kota Rantepao sebagai Ibukota Kabupaten Toraja Utara 
melintang sungai terpanjang yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu 
sungai Saddang. 
Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara 1.151,47 km² dengan rincian lahan 
sebagai berikut : 
1. Hutan lindung : 47.900 Ha 
2. Hutan Rakyat : 12.790,93 Ha, 
3. Kebun  : 14,620 Ha 
4. Persawahan  : 153,42 Ha 
5. Permukiman : 9.865 Ha 
6. Lahan lainnya : 998,05 Ha 
Kabupaten Toraja Utara dibagi menjadi 21 wilayah administrasi 
pemerintahan kecamatan, 111 Desa/Lembang dan 40 kelurahan. Kondisi ini 
tidak berubah sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara tahun 2008. Untuk 










1 Kecamatan Sopai 7 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
2 Kecamatan Kesu 5 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
3 Kecamatan Sanggalangi 5 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
4 Kecamatan Buntao 4 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
5 Kecamatan Rantebua 5 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
6 Kecamatan Nanggala 8 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
7 Kecamatan Tondon 4 Desa/Lembang 0 Kelurahan 
8 Kecamatan Tallunglipu 1 Desa/Lembang 6 Kelurahan 
9 Kecamatan Rantepao 2 Desa/Lembang 9 Kelurahan 
10 Kecamatan Tikala 5 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
11 Kecamatan Sesean 4 Desa/Lembang 5 Kelurahan 
12 Kecamatan Balusu 5 Desa/Lembang 7 Kelurahan 
13 Kecamatan Sa’dan 8 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
14 Kecamatan Bangkele Kila 4 Desa/Lembang 0 Kelurahan 
15 Kecamatan Sesean Suloara 5 Desa/Lembang 0 Kelurahan 
16 Kecamatan Kapala Pitu 6 Desa/Lembang 0 Kelurahan 
17 Kecamatan Dende Piongan Napo 7 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
18 Kecamatan Awan Rante Karua 4 Desa/Lembang 0 Kelurahan 
19 Kecamatan Rindingallo 7 Desa/Lembang 2 Kelurahan 
20 Kecamatan Buntu Pepasan 12 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
21 Kecamatan Baruppu 3 Desa/Lembang 1 Kelurahan 
Jumlah 111 40 
Sumber : Data BPS Toraja Utara dalam angka 2016 
IV.1.2. Iklim 
Kabupaten Toraja Utara dan pada umumnya daerah di Sulawesi Selatan 
mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada Juni sampai 
September dan musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. 
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Berdasarkan pengamatan dari Stasium BMG Rantetayo, di Kabupaten Toraja 
Utara selama tahun 2016 rata-rata suhu udara 20,61 °C. Suhu udara maksimum 
terjadi pada bulan November yaitu 24,70 °C dan suhu minimum terjadi pada 
bulan Juli yaitu 21,00 °C. 
IV.1.3. Keadaan Ekonomi 
a. Mata Pencaharian 
Dilihat dari segi lapangan usaha, sebagian besar penduduk 
Kabupaten Toraja Utara bekerja di sektor pertanian, sektor perdagangan 
dan jasa kemasyakatan, sosial, dan perorangan (jasa-jasa). 
b. Komoditas Unggulan  
 PERTANIAN 
Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 115.147 
Ha. Luas tersebut terdiri dari 15.342 Ha lahan sawah, 78.518 Ha lahan 
pertanian bukan sawah dan 21.287 Ha lahan bukan pertanian. Pada 
Tahun 2015 terdapat peningkatan luas lahan sawah sebesar 0,56 % 
dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis pengairan lahan, sawah 
di Kabupaten Toraja Utara telah diairi dengan 3 (tiga) jenis sistem 
pengairan, yaitu jenis pengairan PU, Pengairan Non PU dan tadah hujan. 
Mayoritas lahan sawah di Toraja Utara menggunakan jenis pengairan 
tadah hujan. Dalam sub sektor ini terdapat beberapa jenis tanaman, 
seperti tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang 
hijau dan kacang kedelai. Subsektor ini didominasi oleh tanaman padi 
sawah, hal ini dikarenakan luas sawah untuk melakukan penanaman padi 
sawah sangat besar, namun tingkat produktivitasnya sangat tergantung 




Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor 
pendukung di Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Traja Utara terkenal 
dengan sumber kopi yang banyak diminati oleh pecinta kopi baik dalam 
negeri maupun mancanegara. Adapun jenis komoditi unggulan dalam hal 
ini adalah Kopi Arabika dengan luas lahan 8.832 Ha dan data produksi 
yang tercatat pada tahun 2014 sebesar 2.065 Ton, Kopi Robusta dengan 
luas lahan 1,961 Ha dan data produksi yang tercatat pada tahun 2014 
sebesar 564 To, Hal ini disebabkan oleh produksi kopi arabika dan kopi 
robusta yang menjadi produk unggulan di Toraja Utara. Selain itu 
produksi kakao juga menjadi salah satu produk unggulan di Toraja Utara 
dengan data pada tahun 2014 tercatat luas lahan adalah 2.582 Ha dan 
jumlah produksi sebesar 1.434 Ton. 
 PETERNAKAN 
Jenis populasi ternak yang diusahakan di Toraja Utara berupa 
ternak besar dan kecil, serta unggas. Populasi ternak di Toraja Utara di 
dominasi oleh hewan Babi dan Kerbau. Pada tahun 2014 jumlah populasi 
Kerbau sebesar 20.582 ekor dan populasi Babi sebesar 298.896 ekor. 
Hal ini dikarenakan hewan tersebut menjadi salah satu syarat untuk 
upacara adat seperti perkawinan dan upacara kematian. 
 PERIKANAN 
Ikan merupakan salah satu bahan makanan untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani, merupakan komoditas yang tidak banyak 
terdapat di Kabupaten Toraja Utara. Biasanya untuk memenuhi 
kebutuhan ikan, Kabupaten Toraja Utara memasoknya dari daerah 
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tetangga misalnya Kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Namun demikian 
usaha budidaya ikan di Toraja Utara menjadi salah satu usaha yang 
dilakukan oleh sebagian penduduk. Budidaya ikan dilakukan di dua 
tempat, yaitu di kolam dan di sawah. Mayoritas penduduk Toraja Utara 
melakukan budidaya ikan sekaligus dilokasi penanaman padi sawahnya, 
hal ini menjadi salah satu keunikan Toraja Utara. 
 PARIWISATA 
Untuk sektor pariwisata, Toraja Utara tetap menjadi pesona 
terutama di Sulawesi Selatan. Di Toraja Utara terdapat banyak objek 
wisata yang selalu menyedot kunjungan wisatawan baik domestik 
maupun manca negara. Adapun tempat-tempat pariwisata yang ada saat 
ini di Toraja Utara adalah Ke'te' Kesu', Lo'ko' Mata, Londa, Rante 
Kalimbuang - Bori', Danau Limbong - Penanian, Buntu Pune, Rante 
Karassik, Patung Salib - Buntu Singki', Pasar Hewan - Bolu, Padang Pasir 
-  Rantebua, Negeri Diatas Awan – Lolai, Pallawa' - Sa'dan, Pusat 
Kerajinan Tenun – Sa’dan To' Barana' , Sa'dan Pala' Tokke - La'bo', 
Tambolang-Rantepao, Tinimbayo dan lain-lain. Jumlah wisatawan yang 
datang ke Toraja Utara selalu meningkat hal ini memberikan dampak 
yang baik bagi pendapatan daerah. Perbaikan infrastruktur juga menjadi 
fokus utama pemerintah untuk mendukung potensi pariwisata di Toraja 
Utara. Disamping itu banyak masyarakat yang menggunakan tempat 





IV.1.4. Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis 
Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga 
Lain Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKDP) dilingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari :  
a. Sekretariat Daerah  
b. Sekretariat DPRD  
c. Inspektorat  
d. Dinas  
1. Dinas Pendidikan  
2. Dinas Kesehatan  
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
5. Dinas Pertanian dan Perikanan  
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
10. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
11. Dinas Pertambangan dan Energi  
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keungan dan Asset Daerah  
13. Dinas Tata Ruang dan Pemukiman  
14. Dinas Peternakan  




e. Badan  
1. Badan Perenanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Lembang  
4. Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan  
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  
6. Badan Penyuluhan & Ketahanan Pangan  
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
8. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup  
f. Kantor  
1. Kantor Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup  
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas  
3. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi  
4. Kantor Penghubung Makassar  
5. Kantor Penghubung Jakarta  
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
g. Sekretariat KPU  
h. Sekretariat Korpri 
Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Daerah Kabupaten 
Toraja Utara sebagai lembaga teknis daerah yang meningkatkan 
sumberdaya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu 




IV.2. Visi Dan Misi Kabupaten Toraja Utara 
 Adapun visi dan misi yang digunakan di BKPP Daerah Kebupaten Toraja 
Utara adalah visi dan misi dari Kabupaten Toraja Utara karena visi misi BKPP 
yang lama sudah tidak digunakan, Visi tersebut yaitu : 
 “Terwujudnya cita-cita utama pemekaran yaitu terciptanya 
masyarakat Toraja Utara yang Sejahtera.” 
Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut dalam mencapai tujuan 
diuraikan sebagai berikut : 
1. Mengoptimalkan pembangunan dibidang pemerintahan dan 
pembangunan desa. 
2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan 
akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang bermutu, mudah, 
murah, dalam rangka perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya 
masyarakat yang kurang mampu (miskin). 
3.  Mengembangkan dan mengelolah seluruh potensi sumber daya ekonomi 
dan sumber daya alam/lingkungan hidup dengan mengandalkan 
partisipasi masyarakat untuk peningkatan produktivitas serta pendapatan 
bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di satu 
pihak dan peningkatan penerimaan PAD sebesar minimal 5% rata-rata 
pertahun dipihak lain. 
4. Memperkokoh prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bermasyarakat 
yang berwawasan budaya dalam rangks terciptanya tatanan sosial 
kemasyarakatan Toraja Utara yang religius, bermoral, taat hukum, 
solider, rukun, saling menghormati, aman dan damai. 
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5. Mengembangkan potensi pariwisata dan menjadikan Toraja Utara 
sebagai kabupaten terdepan dalam industri pariwisata berbasis budaya di 
Sulawesi Selatan. 
IV.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BKPP Kabupaten Toraja Utara 
 Kedudukan  
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh kepala badan dan berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. 
 Tugas Pokok 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati 
dalam melaksanakan fungsi penunjang kebijakan daerah di bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
 Fungsi 
Untuk melaksanakan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai fungsi sebagai 
berikut : 
a. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan. 
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi 




c. Pemantau, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis 
penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 
e. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
IV.4. Susunan Organisasi BKPP Kabupaten Toraja Utara 
 Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara terdiri dari : 
a. Kepala Badan 
b. Sekretariat membawahi : 
1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Program Dan Keuangan 
c. Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai membawahi 
1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian 
2. Sub Bidang Dokumentasi 
3. Sub Bidang Pengadaan Pegawai  
d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahi : 
1. Sub Bidang Mutasi 
2. Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun  
3. Sub Bidang Pengembangan Karir Dan Promosi 
e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur membawahi : 




2. Sub Bidang Diklat Struktural Dan Diklat Prajabatan 
3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Dan Penghargaan Aparatur 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 
IV.5. Tugas dan Fungsi Jabatan di BKPP Kabupaten Toraja Utara 
 Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas membantu bupati dalam 
melaksanakan fungsi penunjang kebijakan daerah di bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas 
tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Menyusunan kebijakan teknis 
b. Pelaksana tugas dukungan teknis 
c. Pemantau, evaluasi, dan laporan 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 
kesekretariatan perumusan bahan kebijakan, pengendalian dan 
pembinaan administrasi teknis di kesekretariatan. Untuk melaksanakan 
tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Pengkoordinasi pelaksana tugas dalam lingkungan badan  
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan 
c. Pengoordinasian uurusan umum, kepegawaian 
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan 
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e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai bidang tugasnya 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan 
lingkungan kantor, dan lain-lain. 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok : 
a. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana 
anggaran pendapatan dan belanja BKPP 
b. Menyusun dan mengevaluasi SOP lingkup BKPP kabupaten 
Toraja Utara 
c. Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan 
realisasi fisik dan keuangan BKPP. 
d. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan 
 Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai 
Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam 
melaksanakan pengelolaan informasi kepegawaian, dokumentasi dan 
pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil. Untuk melaksanakan tugas 
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tersebut Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengadaan Pegawai 
mempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan pengkajian bahan analisis penyusunan perencanaan 
formasi kebutuhan CPNS dan PPPK 
b. Menyediakan website BKPP 
c. Menata dokumentasi kepegawaian 
d. Menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPK 
e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang informasi, 
dokumentasi dan pengadaan pegawai dan memberi saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan. 
1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian, mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengusulan 
Imigrasi data pegawai; 
b. Melaksanakan pengusulan dan analisis data bahan perbaikan 
data pegawai pada sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
(SAPK) yang meliputi Nama, NIP, Pangkat Jabatan dan unit Kerja; 
c. Mengelolah administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan 
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga 
profesi ASN; 
d. Menyusun laporan hasil pelaksaan tugas bidang informasi 
kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintakan oleh atasa 




2. Sub Bidang Dokumentasi, mempunyai tugas : 
a. Melakukan pengumpulan bahan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dokumen 
ASN 
b. Melakukan penataan arsip dan dokumen pegawai 
c. Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan (DUK) 
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
3. Sub Bidang Pengadaan Pegawai, mempunyai tugas : 
a. Menyusun formasi kebutuhan pegawai berdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 
b. Melakukan kegiatan penerimaan PPPK dan tenaga honorer 
sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja 
c. Melakukan koordinasi dengan bidang dengan bidang lain sesuai 
kebutuhan 
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
 Bidang Mutasi dan Promosi  
Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas kepala badan dalam pelaksanaan mutasi, kepangkatan 
dan pengembangan karier dan promosi pegawai negeri sipil. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai 
fungsi sebgai berikut : 
a. Menyusun kebijakan teknis bidang mutasi dan promosi  
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b. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan 
Promosi  
c. Pembinaan teknis penyelenggaraan penunjang urusan 
pemerintahan Bidang Mutasi dan Promosi 
d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
1. Sub Bidang Mutasi, mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. Melaksanakan penyusunan dan analisis data mutasi pegawai 
negeri sipil antar daerah  
b. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan 
penyelenggaraan Baperjakat 
c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan 
pengangkatan, pemindahan PNS dalam dan dari jabatan pimpinan 
tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana. 
d. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris 
Daerah 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan.  
2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun, mempunyai tugas yaitu : 
a. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan 
teknis di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan bahan/data 
kepangkatan dan pensiun pegawai 
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c. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan 
kenaikan pangkat PNS 
d. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan permintaan 
Taspen dan Koordinasi penerbitan Kartu Taspen 
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi, mempunyai tugas : 
a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier 
dan Promosi 
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas 
sehingga berjalan lancar 
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas 
d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan. 
 Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur  
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur 
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan 
kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi 
teknis di Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Aparatur. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pendidikan, Pelatihan dan 
Pengembangan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Mengkaji dan menganalisis penyusunan kebutuhan diklat teknis, 
fungsional dan pengembangan kompetensi aparatur 
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b. Mengkajian dan menganalisis penyusunan perencanaan diklat 
struktural dan diklat prajabatan.  
c. Mengkaji dan menganalisis penyusunan perencanaan penilaian 
kinerja dan penghargaan aparatur 
d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan  
1. Sub Bidang Diklat Teknis, Fungsional dan Pengembangan 
Kompetensi Aparatur mempunyai tugas sebgai berikut : 
a. Melaksanakan usulan penetapan sertifikasi lembaga Diklat Teknis 
dan Fungsional 
b. Menyiapkan bahan administrasi penyelengara Diklat Teknis dan 
Fungsional berbasis Kompetensi 
c. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan menandatangani naskah 
dinas 
d. Meyusun laporan hasil pelaksanaan Sub Bidang Diklat Teknis, 
Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Aparatur 
2. Sub Bidang Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 
a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja di Sub 
Bidang Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan 
b. Melaksanakan penyusunan analisis data bahan penetapan 
kebutuhan Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan  
c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait 
d. Melaksanakan tugas operasional teknis dan administrative 




e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
3. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, mempunyai 
tugas sebagai berikut : 
a. Melaksanakan penyusunan dan analisis data hasil penilaian 
kinerja aparatur 
b. Melaksanakan penyusunan informasi terkait indikator penilaian 
kinerja aparatur 
c. Melaksanakan penyusunan dan analisis bahan kebijakan teknis 
kesejahteraan dan pemberian penghargaan bagi pegawai ASN 
d. Melaksanakan proses administrasi dan penyusunan laporan hasil 
penilaian SKP 
e. Menyiapkan bahan usulan dan penetapan calon penerima 
bantuan bagi pegawai ASN 
IV.6. Keadaan Pegawai BKPP Kabupaten Toraja Utara 
Pada dasarnya sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam organisasi karena keberhasilan organisasi sangat 
ditentukan oleh orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Begitupun 
di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja 
Utara, keberhasilan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan sangat ditentukan oleh aparatur yang ada. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian maka gambaran 
tentang keadaan pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah Kabupaten Toraja Utara digambarkan lewat tabel berikut : 
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a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel.2 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Persentase 
1. Laki-Laki 14 54% 
2. Perempuan 12 46% 
Jumlah 26 100% 
        Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar Pegawai 
Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang sedangkan perempuan 
hanya berjumlah 12 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan 
pegawai di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin maka Pegawai Negeri Sipil 





b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Usia 
Tabel.3 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Usia 
 
No Usia Pegawai Jumlah Pegawai Persentase 
1 26-30 6 23,1 % 
2 31-35 4 15,4 % 
3 36-40 5 19,2 % 
4 41-45 8 30,8 % 
5 46-50 1 3,8 % 
6 51-55 2 7,7 % 
Jumlah 26 100 % 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Berdasarkan tabel  diatas menunjukkan bahwa yang paling dominan yaitu 
pegawai yang berusia 41-45 tahun. Jika usia produktif pegawai dinilai dari umur 
26-40 berdasarkan semangat kerjanya, dan dibandingkan dengan usia pegawai 
yang dominan di kantor BKPP Toraja Utara maka pada usia 42-45 yang dominan 
maka dinilai kurang produktif, artinya kebanyakan pegawai yang ada di kantor 
BKPP Toraja Utara berdasarkan semangat kerjanya sudah kurang produktif, jika 




c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Golongan 
Tabel. 4 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan 
Golongan 
 
No Golongan Jumlah pegawai Persentase 
1 II 5 19,2 % 
2 III 18 69,2 % 
3 IV 3 11,6 % 
Jumlah 26 100 % 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah 
Kabupaten Toraja Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
mempekerjakan Pegawai sebanyak 26 orang. Pegawai ini terdiri dari 5 orang 
golongan II kelima pegawai tersebut yaitu Staff BKPP, 18 orang golongan III 
yang terdiri dari 3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kepala Sub Bagian, 7 Orang 
kepala sub bagian, 4 orang staff, 1 fungsional Umum, 1 pranata Komputer, dan 3 
orang golongan IV yaitu 1 orang kepala BKPP, 1 orang Sekretaris BKPP dan 1 




d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Eselon 
Tabel.5 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Eselon 
 
No Eselon Jumlah Pegawai Persentase 
1 II 1 3,9 % 
2 III 4 15,3 % 
3 IV 9 34,7 % 
4 Non Eselon 12 46,1 % 
Jumlah 26 100 % 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa keadaan pegawai berdasakan 
tingkat eselon, yaitu eselon II satu orang yaitu Kepala BKPP dengan tingkat 
persentase 3,9 %, eselon III ada 4 pegawai yaitu 1 sekretaris BKPP dan 3 orang 
Kepala Bidang dengan tingkat persentase 15,3 %, Eselon IV ada 9 orang yang 
terdiri dari 2 orang Kepala Sub Bagian, dan 7 orang kepala Sub Bidang dengan 
tingkat persentase 34,7 %, Sedangkan Non eselon ada 12 orang yang terdiri dari 
1 orang Pengawas Pemerintahan, 1 Orang Fungsional Umum, 1 orang Pranata 




e. Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Tingkat 
Pendidikan  
Tabel.6 
Keadaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Persentase 
1 SLTA 4 15,3 % 
2 Diploma 3 11,6 % 
3 S1 17 65,3 % 
4 S2 2 7,7 % 
Jumlah 26 100 % 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Data dari tabel. 7 diatas menunjukkan keadaan pegawai berdasarkan 
tingkat pendidikannya berbeda-beda. Dilihat berdasarkan persentasenya dari 
yang rendah sampai tertinggi yaitu S2 dengan tingkat persentasenya hanya 7,7 
% terdiri dari 2 orang pegawai, Diploma dengan tingkat persentase 11,6 % terdiri 
dari 3 orang pegawai, dan SLTA dengan tingkat persentase 15,3 % terdiri dari 4 
orang pegawai, serta yang paling tinggi persentasenya yaitu S1 dengan tingkat 
persentase 65,3 % terdiri dari 17 orang pegawai. Dapat disimpulkan bahwa 
tingkat pendidikan pegawai yang ada di BKPP Toraja Utara yang paling dominan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara penulis dan 
narasumber di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kabupaten Toraja Utara sebagai badan pelaksana manajemen kepegawaian 
yaitu meliputi formasi pengadaan dan kepangkatan, pengembangan pegawai, 
pendidikan dan pelatihan pegawai yang bertanggungjawab kepada Bupati 
sebagai pejabat pembina kepegawaian khususnya pengembangan pegawai 
melalui sistem mutasi . Dengan melakukan wawancara terhadap beberapa orang 
Pegawai Negeri Sipil sebagai narasumber yang mengalami mutasi dan pegawai 
lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan 
mutasi yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
Kebupaten Toraja Utara maka hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan 
sebagai berikut : 
V.1. Mutasi  
Mutasi merupakan suatu tindak lanjut dari hasil penilaian prestasi kerja 
pegawai. Menurut Hasibuan Mutasi adalah suatu perubahan 
posisi/jabatan/tempat/pekerjaan baik yang dilakukan secara horizontal maupun 
secara vertikal (promosi/demosi) didalam satu organisasi. Berdasarkan pendapat 
tersebut maka dapat dicermati bahwa mutasi adalah memutasikan karyawan 
kepada  posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai. 
Tujuan dilakukannya mutasi dalam suatu organisasi pemerintahan daerah 
khususnya di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
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Toraja Utara adalah penyegaran untuk meningkatkan produktivitas para pegawai 
sehingga kinerja pegawai bisa lebih baik.  
Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh AS bahwa : 
“ Mutasi merupakan suatu bentuk penyegaran bagi pegawai dalam 
organisasi khususnya di BKPP ini, mutasi biasanya dilakukan menghindari 
kejenuhan pada pegawai agar kinerjanya dapat meningkat dan biasanya untuk 
mengisi jabatan yang kosong. ” (hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : 
“ Dalam pelaksanaan mutasi mekanisme dan prosedur yang dilakukan 
sesuai dengan aturan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya ada tim yang 
dibentuk yang disebut Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan. Tim ini 
terdiri dari sekretaris daerah, Kepala BKPP, Sekretaris BKPP dan para Kepala 
Bidang, Inspektorat, Kepala Sub Bagian. Kepala BKPP berfungsi memonitoring 
dan mengevaluasi pegawai, kemudian keputusan rapat Tim Baperjakat diberikan 
kepada pembina pejabat yaitu Bupati Toraja Utara yang memiliki wewenang 
untuk memutuskan pegawai yang dimutasi. ” (hasil wawancara pada tanggal 13 
Oktober 2017) 
Pendapat tersebut juga didukung oleh AS (Kepala Bidang Mutasi dan 
Kepangkatan) yang mengatakan bahwa : 
“ Mutasi merupakan bentuk penyegaran pegawai untuk menghindari 
kejenuhan pegawai agar produktivitas, kinerja dan semangat kerja mereka lebih 
meningkat dan mekanisme pelaksanaan mutasi di BKPP ini sesuai aturan yang 
berlaku dan dodasarkan pada prestasi kerja, kepangkatan, Keahlian, disiplin 
pegawai dan profesionalisme. ” (hasil wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pernyataan diatas, RMT (Kepala bidang pendidikan, 
Pelatihan dan Pengembangan Aparatur) mengatakan bahwa : 
“ Sebagai salah satu orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan 
mutasi dan sebagai ketua dari Tim Beperjakat pelaksanaan mutasi ini sudah 
sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Tetapi keputusan rapat dari 
Tim Baperjakat bukan keputusan akhir, melainkan hasil keputusan rapat tim 
Baperjakat diserahkan kepada Bupati dan keputusan final diberikan oleh Bupati 
Toraja Utara tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa mutasi yang 
dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
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Kebupaten Toraja Utara merupakan suatu bentuk penyegaran bagi pegawai agar 
tidak terjadi kejenuhan kerja sehingga prestasi kerja, produktivitas dan semangat 
kerja pegawai bisa lebih meningkat yang berguna untuk mencapai tujuan 
organisasi. Dimana dalam pelaksanaan mutasi tersebut didasarkan atas prestasi 
kerja, kedisiplinan, kepangkatan, dan profesionalisme. Sebelum melaksanakan 
mutasi terlebih dahulu diadakan rapat oleh tim Baperjakat setelah itu 
menghasilkan pertimbangan teknis kemudian hasil rapat diberikan kepada Bupati 
yang memberikan keputusan akhir mengenai pegawai yang dimutasi. 
Adapun daftar Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
pelatihan Daerah kebupaten Toraja Utara yang dimutasi sebagai berikut : 
a. Berdasarlkan Golongan 
Tabel. 7 
Data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Toraja Utara yang dimutasi Berdasarkan Golongan 
TAHUN 
GOLONGAN 
II III IV 
2012 - 1 2 
2013 - - - 
2014 - - 1 
2015 1 4 - 
2016 1 - 1 
2017 - 4 2 
JUMLAH 2 9 6 
 Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil 
yang dimutasi dalam kurung waktu Lima Tahun yaitu pada tahun 2012-2017 
lebih ditekankan kepada pegawai yang bergolongan III berjumlah 9 orang 
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dibandingkan dengan Pegawai yang bergolongan IV yaitu sebanyak 6 orang. Hal 
ini menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah kabupaten Toraja Utara yang dimutasikan lebih 
diprioritaskan kepada Pegawai berjenjang pangkat lebih tinggi. 
b. Berdasarkan Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar 
Tabel. 8 
Data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Toraja Utara yang dimutasi berdasarkan Mutasi Masuk 
dan Mutasi Keluar 
TAHUN 
Mutasi Masuk Dan Keluar 
Masuk Keluar 
2012 1 2 
2013 - - 
2014 1 1 
2015 1 4 
2016 - 1 
2017 4 4 
JUMLAH 7 12 
    Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, 2017 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil 
yang dimutasikan dalam kurun waktu Lima tahun yaitu pada Tahun 2012-2017 di 
Badan Kepegawaian, Pedidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara 
jumlah pegawai yang dimutasi keluar ke instansi lain sebanyak 17 orang 
sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan Masuk sebanyak 7 orang.  
Dengan kata lain bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi masuk lebih sedikit 




c. Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel. 9 
Data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 




2012 2 1 
2013 - - 
2014 1 - 
2015 2 3 
2016 1 1 
2017 4 3 
JUMLAH 10 8 
         Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Lima 
tahun yaitu Tahun 2012-2017 Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang dimutasi 
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10 orang sedangkan perempua 
sebanyak 8 orang. Dengan kata lain bahwa jumlah pegawai Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara 





d. Berdasarkan Jenis Mutasi 
Tabel. 10 
Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawai, Pendidikan dan Pelatihan 




2012 - - 
2013 - - 
2014 - 2 
2015 1 3 
2016 - - 
2017 3 3 
JUMLAH 4 8 
 Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Dari tabel 11 diatas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu Lima tahun 
yaitu pada tahun 2012-2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimutasikan 
berdasarkan jenis mutasi yaitu Promosi berjumlah 8 orang sedangkan Transfer 
hanya 4 orang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pegawai di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja Utara telah 
memenuhi syarat baik dari segi prestasi kerja, kompetensi maupun kepangkatan 
untuk dipromosikan  hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang di promosikan 




V.2. Merit System 
Merit System adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan 
yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi pegawai. Merit System atau 
carreer system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena dapat 
meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan semangat kerja, absensi dan 
disiplin pegawai semakin baik,dan jumlah kesalah yang diperbuat oleh pegawai 
lebih menurun. 
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dapat ditampilkan hasil 
wawancara yang diperoleh dari SSR (Kepala Badan, Kepagawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah Kabupaten Toraja Utara) yang mengatakan bahwa : 
“ Hal yang menjadi dasar dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 
mutasi pegawai yaitu berdasarkan kebututuhan pegawai dan kebutuhan 
organisasi karena biasanya mutasi dilaksanakan dengan pertimbangan pegawai 
dibutuhkan untuk organisasi lain dan melihat pangkat golongan pegawai, 
keahlian pegawai, disiplin, prestasi pegawai dan mampu bekerjasama dengan 
pegawai lainnya dan pimpinan. ” (hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 
2017) 
Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan AS (Kepala Bidang 
Mutasi dan Promosi) yang mengatakan bahwa  : 
“ Di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah kebupaten 
Toraja Utara pegawai yang dimutasi itu berdasarkan prestasi kerja pegawai, 
pangkat golongan pegawai, latar belakang pendidikannya dan pengalaman 
kerjanya. Ketika syarat-syarat yang juga digunakan untuk pertimbangan mutasi 
memenuhi pada seorang pegawai maka pegawai tersebut berhak untuk 
dimutasikan dalam hal ini mutasi dalam bentuk promosi. ” (hasil wawancara pada 




Sejalan dengan pernyataan tersebut, RMT (Pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Saya dimutasi kejabatan ini karena mungkin pimpinan menilai prestasi 
kerja saya baik dan pangkat golongan juga mendukung untuk dipromosikan 
kejabatan ini dan tentunya saya senang dengan jabatan yang sekarang. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Senada dengan pendapat diatas RPT (Pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Mutasi tidak lagi asing bagi setiap pegawai karena semua pegawai pasti 
pernah mengalami mutasi. Setiap pegawai siap atau tidak siap harus bersedia 
ditempatkan dimana saja. Menurut saya, dimutasikan kejabatan ini karena 
prestasi, kompetensi, dan pangkat golongan juga mendukung. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dianalisis bahwa dalam 
pelaksanaan mutasi pegawai tersebut sudah sesuai dengan merit system yaitu 
mutasi dengan pertimbangan prestasi kerja dan kinerja pegawai tersebut serta 
pangkat golongan pegawai yang juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan. 
Dengan kata lain bahwa pegawai tersebut dimutasi dan menempati jabatannya 
sesuai keahliannya.   
Berikut merupakan hasil wawancara dengan AS (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Sesuai atau tidaknya saya menempati jabatan yang sekarang ini itu Pak 
kabid yang menilai. Akan tetapi yang membuat keputusan tentang pegawai yang 
dimutasikan adalah Bupati. Sebagai pegawai suka atau tidak suka kita harus 
menerima apa yang diputuskan oleh atasan, meskipun belum lama ini saya 
menduduki jabatan sebelumnya tetapi ssudah dipindahkan ke jabatan ini. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pernyataan diatas DM (pegawai yang dimutasi 
mengatakan bahwa : 
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“ Saya kurang mengetahui apa yang menjadi alasan pimpinan 
memindahkan saya kejabatan ini dek, tetapi mungkin pimpinan melihat kalau 
saya cocok untuk menerima jabatan ini. ” (hasil wawancara pada tanggal 13 
Oktober 2017) 
Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil wawancara dengan ERT 
(pegawai yang dimutasi) mengatakan bahwa : 
“ Saya termasuk pegawai yang bari ditempat ini, dan saya kurang tahu 
alasan saya dimutasikan, tetapi mungkin yang termasuk pertimbangan dalam 
pelaksanaan mutasi ini adalah prestasi kerja, pangkat golongan, dan latar 
belakang pendidikan. Akan tetapi jika jabatan sekarang dibandingkan dengan 
latar belakang pendidikan saya itu kurang pas. ” (hasil wawancara pada tanggal 
16 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pendapat diatas ALB (Pegawai yang dimutasi) 
mengatatakan bahwa : 
“ Mungkin saya dimutasi kesini karena pimpinan yang menilai kalau 
kinerja saya mendukung untuk jabatan ini, meskipun begitu sebelum keputusan 
mutasi dilaksanakan sebelumnya ada tim baperjakat yang membuat 
pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati dan yang memberikan keputusan 
akhir adalah Bupati. ” (hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2017) 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya berdasarkan 
Merit System karena dalam pengimplementasiannya prestasi kerja bukanlah 
pertimbangan satu-satunya karena dalam pelaksanaan mutasi pegawai masih 
terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar pelaksanaannya. 
Hal ini juga dapat dilihat dari hasil rapat Baperjakat yang bukan keputusan akhir 
tetapi yang memberikan keputusan akhir mengenai pegawai yang akan 
dimutasikan adalah Bupati sedangkan Bupati tidak bisa mengetahui secara 
langsung kinerja seorang pegawai mana yang lebih baik cocok atau tidak pada 
jabatannya. Dapat juga diketahui bahwa masih adanya beberapa pegawai yang 
belum tahu alasan mereka dimutasi selain itu, ada pegawai yang dimutasi tidak 
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sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki jika dibandingkan dengan 
jabatannya, serta adanya pegawai yang belum lama menduduki jabatannya 
tetapi dimutasikan lagi ke posisi yang lain. Sehingga ada beberapa pegawai juga 
yang belum mengetahui apa tugas dan fungsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Plelatihan daerah Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya melihat prestasi 
kerja dari pegawai sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan mutasi karena 
adanya faktor lain yang menjadi pertimbangan Bupati sebagai pengambilan 
keputusan. 
V.3. Seniority System  
Seniority System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa 
kerja, usia dan pengalama kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi 
seperti ini tidak objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan belum tentu 
pegawai tersebut mampu memangku jabatan yang baru. 
Berikut ini jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah Kebupaten Toraja Utara dalam waktu Lima tahun terakhir 




a. Berdasarkan Masa Kerja 
Tabel. 11 
Data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Toraja Utara yang dimutasi Berdasarkan Masa Kerja 
TAHUN 
MASA KERJA 
1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 
2012 - - - 
2013 - - - 
2014 1 - - 
2015 1 - - 
2016 - - - 
2017 - 2 1 
JUMLAH 2 2 1 
             Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Dari tabel 12 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai 
Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kebupaten 
Toraja Utara dalam waktu Lima tahun terakhir yaitu pada Tahun 2012-2017 
mutasi yang dilaksanakan tidak memperhatikan masa kerja dari pegawai 
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang dimutasikan dengan 
masa kerja 1 dan 2 Tahun lebih banyak yaitu masing –masing berjumlah 2 orang 
dibandingkan dengan pegawai dengan masa kerja 3 Tahun hanya berjumlah 1 
orang, sedangkan masa kerja yang lebih lama pegawai dianggap telah memiliki 




b. Berdasarkan Usia Pegawai 
Tabel. 12 
Data Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Kabupaten Toraja Utara yang dimutasi Berdasarkan Usia Pegawai 
TAHUN 
USIA 
26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 
2012 - - - 1 - 
2013 - - - - - 
2014 - - 2 - - 
2015 1 - 3 - 1 
2016 - - - - - 
2017 - 1 1 2 3 
JUMLAH 1 1 6 3 4 
Sumber : Diolah dari data sekunder BKPP Kab. Toraja Utara, tahun 2017 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan mutasi Pegawai 
Negeri Sipil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Toraja Utara dalam waktu Lima Tahun terakhir yaitu pada Tahun 2012-2017 usia 
dari pegawai tersebut. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 36-
40 tahun lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang berusia 41-45 tahun 
dan 45-50 tahun, dimana pegawai yang berusia lebih tua dianggap memiliki 
pengalaman kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang 
berusia muda. Dengan adanya pengalam kerja yang lebih banyak maka tidak 
susah untuk seorang pegawai mengerjakan tugas dan tupoksinya serta tidak sulit 
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru. 
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dapat ditampilkan hasil 
wawancara yang diperoleh dari DTP (Kepala sub bidang struktural dan diklat 
prajabatan) yang mengatakan bahwa : 
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“ Mutasi pegawai yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan daerah Kebupaten Toraja Utara memang biasanya dilaksanakan 
dengan pertimbangan pengalaman kerja atau masa kerja dari pegawai tersebut 
dan juga prestasi kerja pegawai, seperti saya yang sudah bekerja di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kebupaten Toraja Utara selama 
9 tahun, akan tetapi tidak pernah dimutasikan baik promosi maupun transfer. 
Dengan kata lain bahwa pengalaman kerja atau masa kerja seorang pegawai 
tidak dapat menjadi penilaian bahwa pegawai tersebut cocok untuk menduduki 
jabatannya .” (hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2017) 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : 
“ Selama ini pelaksanaan mutasi pegawai yang dilakukan di Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kebupaten Toraja Utara jarang 
ditemukan pegawai yang dimutasi berdasarkan pengalaman atau masa kerja 
pegawai tersebut tetapi biasanya berdasarkan prestasi dan pangkat golongan. ” 
(hasil wawancara pada tanggal 15 Oktober 2017) 
 
Sejalan dengan pendapat diatas RPT (pegawai yang dimutasi 
mengatakan bahwa : 
“ Saya juga tidak tahu soal pegawai yang dimutasi berdasarkan 
penagalaman kerjanya, karena contohnya Pak Palimbong yang sudah 9 tahun 
kerja di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kebupaten 
Toraja Utara tetapi tidak pernah dimutasikan dan masih dipertahankan untuk 
menduduki jabatannya yang sekarang. ” (hasil wawancara pada tanggal 15 
Oktober 2017) 
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan NS ( pegawai yang dimutasi ) 
yang mengatakan bahwa : 
“ Sebelumnya saya ditugaskan pada suatu jabatan akan tetapi belum 
cukup satu tahun menjabat saya sudah dipindahkan lagi ke jabatan yang 
sekarang jadi mungkin pimpina tidak melihat masa kerja dari pegawainya. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 14 Oktober 2017) 
Berikut hasil wawancara dengan DTP (pegawai yang sudah lama tetapi 
tidak di mutasi ) mengatakan bahwa : 
“ Menurut saya pelaksanaan mutasi yang terjadi selama ini dia bukan 
sebagai senioritas, alasannya karena ada pegawai yang jika dilihat dari segi 
pangkat golongannya lebih tinggi tetapi menjadi bawahan dari orang yang 
pangkatnya lebih rendah, ada juga mutasi yang terjadi berdasarkan 
profesionalitas dan jika dilihat dari kompetensi ada beberapa jabatan yang 
diduduki oleh pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang ilmunya, tetapi 
saya juga tidak ingin membenturkan keinginan saya dengan kebijakan pimpinan.” 
(hasil wawancara pada tanggal 14 Oktober 2017) 
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Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan mutasi pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
daerah Kebupaten Toraja Utara sebelumnya ada Tim baperjakat yang berfungsi 
memberikan pertimbangan kepada bupati mengenai pegawai yang akan 
dimutasi, dan mutasi itu tidak didasarkan pada seniority system, hal ini dapat 
dilihat dari adanya pegawai yang sudah lama menduduki jabatannya tetapi tidak 
pernah dimutasikan, selain itu ada pegawai yang belum lama menduduki 
jabatannya tetapi dimutasikan lagi ke jabatan yang lain.  
Seniority system juga terbantahkan karena adanya pegawai yang dari 
segi pangkat golongannya lebih tinggi dari pada atasannya serta beberapa 
pegawai yang menduduki jabatan/posisi tetapi tidak sesuai dengan latar 
belakang ilmunya. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan mutasi pegawai Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah Kebupaten Toraja Utara tidak 
hanya melihat dari segi masa kerja seorang pegawai karena masa kerja seorang 
pegawai tidak bisa menjadi tolak ukur dalam pengisian jabatan yang sesuai 
dengan keahlian pegawai tetapi juga harus melihat prestasi kerja seorang 
pegawai. 
V.4. Spoil System 
Spoil System adalah mutasi yang didasarkan atas landasan 
kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kuarang baik karena didasarkan atas 
pertimbangan suka atau tidak suka. 
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dapat ditampilkan hasil 
wawancara yang diperoleh dari  AS (kepala bidang mutasi) mengatakan bahwa : 
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“ Mutasi itu dilakukan karena memang kebutuhan organisasi dan untuk 
mengisi jabatan yang kosong juga biasa dilaksanakan sebagai penyegaran 
pegawai. Contoh ada pegawai disini yang dulunya menjadi kepala bagian 
kemudian jadi staff kepegawaian, setelah itu pada tahun ini kembali diangkat 
menjadi kepala bagiandibidang yang berbeda dari sebelumnya. Kalau persoalan 
karena adanya hubungan kekeluargaan atau karena kedekatan dengan pimpinan 
itu saya kurang tahu tetapi kalaupun itu ada saya rasa itu hal yang wajar saja 
karena pertimbangan prestasi kerja dari pegawai tersebut juga menjadi 
pertimbangan untuk mendapatkan posisinya yang sekarang. ” (hasil wawancara 
pada tanggal 15 Oktober 2017) 
 
Sejalan dengan pendapat di atas, DTP (kepala sub bidang diklat 
struktural dan diklat prajabatan) mengatakan bahwa : 
“ Saya tidak bisa memastikan bahwa pelaksanaan mutasi egawai disini 
juga didasari oleh pertimbangan adanya hubungan kekeluargaan atau karena 
kedekatan dengan pimpinan atau karena adanya hubungan Politik, karena 
walaupun ada pegawai yang menduduki jabatannya karena dianggap adanya 
hubungan kekeluargaan saya rasa itu hal yang wajar saja terlebih ketika pegawai 
tersebut didukung oleh prestasi kerjanya. ” (hasil wawancara pada tanggal 15 
Oktober 2017) 
Sama seperti pendapat diatas AP (kepala sub bidang pengadaan 
pegawai) mengatakan bahwa : 
“ Ketika terjadi mutasi dalam organisasi pegawai harus menanggapinya 
dengan baik, memang tidak dipungkiri mengenai masalah mutasi biasanya orang 
melihat karena adanya hubungan kekeluargaan, atau kedekatan dengan 
pimpinan atau bahkan karena kepentingan politik seorang pegawai itu mendapat 
mutasi. Tetapi menurut saya mungkin hal seperti itu terjadi secara kebetulan 
saja. Keluarga siapapun itu ketika prestasi kerjanya mendukung untuk 
mendapatkan jabatannya saya kira itu hal yang wajar. ” (hasil wawancara pada 
tanggal 19 Oktober 2017) 
Senada dengan pendapat di atas, LR (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Saya dimutasi kejabatan ini karena pangkat golongan dan prestasi saya 
juga mendukung, jadi mungkin pimpinan melihat kalau saya mampu untuk 
menerima tanggungjawab ini. Masalah adanya hubungan kekeluargaan dengan 




Sehubungan dengan pendapat di atas, RPT (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Saya kurang setuju kalau ada bahasa yang mengatakan karena adanya 
hubungan kekeluargaan dengan pimpinan sehingga seorang pegawai mendapat 
jabatan yang baik. Buktinya saya tidak memiliki hubungan apapun dengan 
pimpinan tetapi saya dimutasi ke posisi yang menurut saya bagus dan memang 
sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Jadi menurut saya hal yang 
mempengaruhi itu mungkin pimpinan melihat prestasi kerja saya selama bekerja 
di BKPP ini. ” (hasil wawancara pada tanggal 15 Oktober 2017) 
Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa 
pelaksanaan mutasi atas dasar kekeluargaan, suka atau tidak suka, atau karena 
adanya kedekatan dengan dengan pimpinan itu merupakan hal yang wajar 
terjadi dalam pelaksanaan mutasi, tetapi hal itu juga tidak dapat dipungkiri jika 
benar adanya pegawai yang menduduki jabatan tertentu karena adanya 
hubungan tersebut, tetapi juga dengan pertimbangan melihat prestasi kerja dari 
pegawai tersebut apakah layak atau tidak untuk jabatannya. 
Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari GP (pegawai yang dimutasi) 
yang mengatakan bahwa : 
“ Mutasi yang dilaksanakan karena adanya hubungan kekeluargaan, suka 
atau tidak suka, atau bahkan karena kedekatan dengan pimpinan itu sudah 
sering terjadi dan tidak asing lagi bagi setiap pegawai, tetapi saya pribadi tidak 
bisa memastikan bahwa muatasi disini apakah hanya karena faktor tersebut atau 
adanya faktor lain. ” (hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pernyataan di atas, AA (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Dalam pelaksanaan mutasi masalah suka atau tidak suka sudah biasa 
terjadi, terlebih ketika masa baru diadakannya kepala daerah biasanya para 
pendukung atau tim sukseslah yang memiliki jabatan-jabatan penting dalam 
suatu organisasi atau pada SKPD pemerintahan. ” (hasil wawancara pada 
tanggal 19 Oktober 2017) 
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Sama dengan pendapat tersebut AS (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Saya kurang tahu dulu kenapa tiba-tiba saya dimutasi keluar ke SKPD 
lain, meskipun bagi pegawai lain ada yang beranggapan bahwa itu sebuah 
penghargaan, tetapi bagi saya itu tidak sesuai dan sulit untuk menyesuaikan, dan  
kemudian pada tahun ini saya dikembalikan lagi ke BKPP ini tentunya saya 
senang karena dipromosikan pada jabatan yang baru dan tentunya dengan 
pimpinan yang baru. ” (hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Dari beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan mutasi pegawai dapat dikatakan tidak bisa lepas dari Spoil System 
karena dalam pelaksanaan mutasi pegawai masih masih ada yang berdasar 
pada pertimbangan kekeluargaan. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan mutasi 
ini mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan politik karena 
melibatkan dasar suka atau tidak suka karena kedekatan dengan pimpinan. Hal 
ini dapat dilihat dari keputusan hasil rapat dari tim baperjakat yang bukan 
merupakan keputusan akhir, baperjakat menyampaikan pertimbangan teknis 
kepada Bupati dan keputusan akhir yang berhak menentukan adalah bupati. 
Berdasarkan hasil observasi dilapangan melihat dari masa-masa kampanye 
calon kepala daerah sampai ada yang terpilih menjadi pemimpin tidak dipungkiri 
jika ditemukan adanya kepentingan individu dan kepentingan politik dalam 
pelaksanaannya. 
Dalam pelaksanaan mutasi yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwa 
mutasi itu dilaksanakan atas Tiga landasan yaitu Merit System, Seniority System 
dan Spoil System dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan mutasi tersebut dimana : 




b. Seniority System dipengaruhi oleh pengalaman kerja, masa kerja 
pegawai dan usia kerja pegawai 
c. Spoil System  dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan 
Sehubungan dengan penjelasan diatas maka dapat ditampilkan hasil 
wawancara yang diperoleh dari SSR (kepala BKPP) yang mengatakan  bahwa : 
“ Pelaksanaan mutasi terjadi karena adanya penyegaran dan pengisian 
jabatan yang kosong dalam organisasi, jika pada kepemimpinan sebelumnya 
mutasi dilaksanakan karena ada faktor lain yang mempengaruhi saya kurang 
tahu, tetapi yang sekarang itu pelaksanaan mutasi berdasarkan faktor prestasi 
kerja, kinerja pegawai dan dilihat dari profesionalitas pegawai juga atas 
pertimbangan dari sikap pegawai apakah pegawai tersebut mampu 
bertanggungjawab kepada pimpinan dan dalam organisasi. ” (hasil wawancara 
pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Sejalan dengan penjelasan di atas, AS (kepala bidang mutasi dan 
promosi) mengatakan bahwa : 
“ Pelaksanaan mutasi disini tidak dipengaruhi oleh faktor lain, kita 
mengikuti atauran dan mekanisme yang telah ditentukan dan memutasikan 
pegawai sesuai dengan bidang ilmunya. Pertimbangan prestasi kerja tidak luput 
untuk menjadi faktor pendukung dari pegawai yang dimutasikan. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 13 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pendapat di atas, HM (Sekretaris daerah Kabupaten 
Toraja Utara) mengatakan bahwa : 
“ Pelaksanaan mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan mekanisme dan 
aturan yang berlaku. Hal yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi itu adalah 
prestasi kerja, kesetiaan pegawai, disiplin, tanggungjawab dan loyalitas terhadap 
organisasi, kalaupun ada pertimbangan lain yang digunakan mungkin yang 
mengetahui soal itu hanya pejabat pembina kepegawaian sendiri. ” (hasil 
wawancara pada tanggal 19 Oktober 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam 
pelaksanaan mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur 
yang berlaku dan dengan pertimbangan prestasi kerja dari pegawai, kesetiaan, 
disiplin dan kemampuan pegawai. 
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Berikut hasil wawancara yang dikemukakan oleh SY (pegawai yang 
dimutasi) beliau mengatakan bahwa : 
“ Kalau persoalan adanya faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan 
mutasi itu bisa saja terjadi, karena keyataannya banyak pegawai yang dapat 
dikatakan kinerjanya bagus tetapi tidak dipromosikan pada jabatan yang baru, 
tetapi kembali lagi bahwa yang berhak menentukan hal tersebut hanya pimpinan. 
” (hasil wawancara pada tanggal 19 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pendapat di atas, LJ (pegawai yang dimutasi) 
mengatakan bahwa : 
“ Selama ini dalam pelaksanaan mutasi itu ada tim yang dibentuk yaitu 
baperjakat, dari tim ini mengadakan rapat kemudian memberikan hasil rapat 
kepada pejabat pembina kepegawaian sebagai salah satu pertimbangan dalam 
pelaksanaan mutasi. ” (hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : 
“ Melihat baru-baru ini banyak pegawai yang dirombak setelah adanya 
pimpinan baru, jadi tidak dipungkiri juga apabila ada faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi pelaksanaan mutasi baik itu kepentingan pribadi, kepentingan 
politik, atau adanya dasar suka atau tidak suka karena hal seperti itu biasa terjadi 
dalam organisasi. ” (hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Sejalan dengan pernyataan di atas, NI ( pegawai yang dimutasi ) 
mengatakan bahwa : 
“ Apabila ada faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan mutasi 
pegawai, itu hanya pimpinan yang mengetahui karena dia yang memutuskan 
pegawai yang dimutasi tetapi jika dilihat dari beberapa fenomena dimasyarakat 
sulit untuk mengatakan bahwa seorang pegawai mendapat jabatan yang penting 
itu murni karena kinerja atau prestasi dari pegawai tersebut. ” (hasil wawancara 
pada tanggal 16 Oktober 2017) 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh AP (pegawai yang dimutasi) 
beliau mengatakan bahwa : 
“ Sebagai seorang pegawai kita harus berfikir secara positif saja, 
mengenai adanya faktor lain yang biasa mempengaruhi pelaksanaan mutasi itu 
hanya pimpinan yang berhak menentukan, jadi sebagai seorang pegawai siap 
atau tidak siap kita harus menerima perintah atau kebijakan dari pimpinan. ” 
(hasil wawancara pada tanggal 14 Oktober 2017) 
Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan mutasi tidak hanya dipengaruhi faktor prestasi kerja, kinerja 
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pegawai, disiplin pegawai dan kemampuan pegawai mengingat dalam 
pelaksanaan mutasi juga biasanya ada faktor-faktor lain yang dijadikan 
pertimbangan. Faktor tersebut misalnya adanya kepentingan individu, suka atau 
tidak suka atau karena faktor kedekatan dengan pimpinan. 
Kecenderungan pelaksanaan mutasi tersebut yaitu dilaksanakan 
berdasarkan Merit System dimana didalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri 
Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten 
Toraja utara yang dominan digunakan untuk menjadi pertimbangan mutasi yaitu  






KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja utara, 
maka pada bab ini dapat disimpulkan bahwa kecenderungan pelaksanaan 
mutasi tersebut yaitu dilaksanakan berdasarkan Merit System dimana didalam 
pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan 
dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja utara yang dominan digunakan untuk 
menjadi pertimbangan mutasi yaitu  dengan melihat prestsi kerja pegawai, 
disiplin pegawai, kinerja pegawai, dan profesionalisme pegawai. Akan tetapi 
pelaksanaan mutasi tersebut belum sepenuhnya hanya berdasarkan merit 
system hal ini dapat diketahui dengan adanya pertimbangan-pertimbangan lain 
yang ikut mempengaruhi pelaksanaan mutasi tersebut yaitu spoil system yaitu 
masih adanya unsur suka atau tidak suka karena faktor kepentingan individu, 
faktor kedekatan dengan pimpinan  atau karena faktor kekeluargaan. 
VI. 2. Saran 
Berdasarkan beberapa uraian kesimpulan diatas, maka dapat 
direkomendasikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Mengenai pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja utara, Eksekutor 
sebaiknya konsisten dengan dasar pelaksanaan Merit System  yaitu yang 
bersifat ilmiah, objektif, dan berdasarkan prestasi kerja pegawai agar 
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dapat mendukung produktivitas pegawai, meningkatkan semangat kerja 
dan memperbaiki kinerja organisasi agar pelayanan lebih maksimal dan 
pegawai lebih mengerti apa tugas dan fungsinya dalam organisasi. 
2. Dalam pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja utara tidak 
dilaksanakan berdasarkan seniority system yaitu yang berdasarkan masa 
kerja dan usia kerja, dan memang seharusnya seperti itu karena yang 
harus diperhatikan yaitu prestasi kerja dari pegawai dan latar belakang 
pendidikan yang sesuai dengan bidangnya agar tidak sulit dalam 
melaksanakan tugasnya. 
3. Berdasarkan pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Toraja utara, seharusnya 
tidak melibatkan dasar pelaksanaan mutasi yang berdasar pada faktor 
kekeluargaan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dari seorang 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN 
 Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Mutasi di BKPP Daerah Kabupaten 
Toraja Utara? 
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Mutasi di BKPP Daerah Kabupaten 
Toraja Utara? 
3. Apakah pelaksanaan Mutasi tersebut sudah sesuai dengan mekanisme 
dan aturan yang telah ditetapkan? 
4. Apakah pelaksanaan Mutasi telah sesuai dengan prestasi kerja pegawai 
tersebut? 
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pertimbangan pejabat pembina 
kepegawaian (Bupati) dalam menetapkan pegawai yang dimutasi? 
 
 Kepala BKPP  
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Mutasi di BKPP Daerah Kabupaten 
Toraja Utara? 
2. Apa yang menjadi dasar pelaksanaan Mutasi di kantor BKPP Daerah 
Kabupaten Toraja Utara? 
3. Apakah pelaksanaan Mutasi telah sesuai dengan prestasi kerja pegawai 
tersebut? 
4. Pelaksanaan Mutasi di kantor BKPP Daerah Kabupaten Toraja Utara 
dilakukan dalam jangka berapa tahun? 
5. Apa yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Mutasi pegawai? 
6. Apakah faktor usia kerja, pertemanan, kekeluargaan mempengaruhi 
rotasi/mutasi di BKPP Daerah Kabupaten Toraja Utara? 
7. Adakah keluhan dari pegawai setelah mengalami mutasi? 
8. Hambatan apa yang biasa terjadi dalam pelaksanaan mutasi pegawai di 
BKPP Daerah Kabupaten Toraja Utara? 
 
 Pegawai Yang Mengalami Mutasi 
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu setelah dimutasi? 
2. Apakah menurut Bapak/Ibu mutasi yang terjadi sudah sesuai dengan 
prestasi kerja (Meryt System)? 
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3. Apakah Bpk/Ibu pernah merasa komplain karena dimutasikan pada posisi 
yang tidak sesuai? 
4. Menurut Bpk/Ibu pelaksanaan mutasi ini berdasarkan prestasi kerja, usia 
atau masa kerja pegawai (Seniority System)? 
5. Menurut Bpk/Ibu apa yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan 
mutasi pegawai? 
6. Bagaimana pendapat Bpk/Ibu mengenai pelaksanaan mutasi yang bersifat 
kekeluargaan, pertemanan, suka atau tidak suka (Spoil system)? 
7. Menurut Bpk/Ibu apa penyebab mutasi biasa terjadi? 
 
 Pegawai Yang Tidak Mengalami Mutasi 
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu yang tidak dimutasi? 
2. Apakah menurut Bapak/Ibu mutasi yang terjadi sudah sesuai dengan 
prestasi kerja (Meryt System)? 
3. Apakah Bpk/Ibu pernah merasa komplain karena tidak dimutasikan pada 
posisi yang baru atau lingkungan kerja yang baru? 
4. Menurut Bpk/Ibu pelaksanaan mutasi yang terjadi berdasarkan prestasi 
kerja, usia atau masa kerja pegawai (Seniority System)? 
5. Menurut Bpk/Ibu apa yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan 
mutasi pegawai? 
6. Apakah faktor usia kerja, pertemanan, kekeluargaan mempengaruhi 
mutasi di BKPP Daerah Kabupaten Toraja Utara? 
7. Menurut Bpk/Ibu apa penyebab mutasi biasa terjadi? 
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